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MOTTO

“Ketika pada awalnya kita membohongi orang lain, pada
akhirnya kita membohongi diri sendiri”.

(Adrienne Rich, 1980) '

! H.F Abraham Amos, 20QKatastropi HukumRaja Grafindo, Jakarta, him 163.
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RINGKASAN

Perekonomian nasional Indonesia menganut prinsipoéirasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional epd& positif terhadap
laju perkembangan perekonomian nasional. Pertummbydgaekonomian yang
telah dicapai tidak luput dari adanya tantangan lit@mbatan, misalnya adanya
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sedvag giatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praltetopoli dan persaingan
Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mengatur lagangan pokok vyaitu,
perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilararay posisi dominan dalam pasar.
Salah satu kegiatan yang dilarang adalah persektamgkender(bid rigging).
Kasus persekongkolan tender yang mengemuka padan t@&007 adalah
persekongkolan tender pengadahmuid Crystal Display (LCD) di Biro
Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah ProvinsilDHakarta. Kasus ini telah
diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPB&fsalah telah
melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun. P&9nasalahan dalam
skripsi ini, pertama bagaimana pengaturan tentang larangan persekamgkol
tender dalam Hukum Persaingan UsaKedua bagaimana kriteria larangan
persekongkolan tender dalam Hukum Persaingan Udd&biga bagaimana
kajian hukum terhadap pertimbangan Majelis KPPlmamemutus perkara No.
04/KPPU-L/2007.

Tujuan penulisan skrispi ini terdiri atas tujuamum dan tujuan khusus.
Tujuan umum pada intinya penulisan skripsi ini abalintuk diajukan sebagai
tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum paalultas Hukum
Universitas Jember. Tujuan khusus untuk membejjiaaban atas permasalahan
yang diangkat. Metode penulisan skripsi ini mengduam tipe yuridis normatif,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan unoalagg, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukumi @@ bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Anabsisan hukum
menggunakan metode diskripsi teoritis.

Larangan persekongkolan tender dalam Hukum Peisaikgaha diatur
dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 rirat@f9 tentang



Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahakT&&hat dan Pedoman
Pasal 22 Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1999. Pendekateg digunakan oleh
undang-undang ini untuk menindak praktek persekolagkiender adalaRule Of
Reason Kriteria larangan persekongkolan tender dapatetdiui dengan
menelisik unsur-unsur persekongkolan tender dalasalP22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22 Undangrdndamor 5 Tahun
1999. Unsur persekongkolan tender terdiri atas:umurgelaku usaha, unsur
bersekongkol unsur Pihak Lain, unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang
Tender, unsur persaingan Usaha Tidak Sehat. Bekdasdedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada 3 bentukekengkolan yakni,
persekongkolan yang dilakukan sesama peserta terfdersekongkolan
horizontal), Persekongkolan yang dilakukan ant@sega tender dengan panitia
tender dan atau pemberi pekerjaan (persekongkolantikal), dan
persekongkolan gabungan (vertikal-horizontal). Dagertimbangan hukum
Majelis Komisi dalam perkara persekongkolan tergietah tepat, sebab Majelis
Komisi dalam pertimbangan hukumnya telah mendasgpkala peraturan hukum
yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun913utusan Majelis
Komisi yang menyatakan para terlapor telah melanBgaal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 sudah sesuai dengan regulasitupg@n perundang-
undangan yang melarang praktek persekongkolan teRdéusan ini juga telah
mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, maksudaotusan tersebut dapat
menciptakan persaingan yang sehat berdasar padanisele pasar yang
menyamakan kesempatan yang sama pada pelaku agaki@hgan tujuan untuk
menghindari adanya monopoli dan persaingan usatak tsehat. Sedangkan
kepastian hukumnya adalah menyatakan bahwa kegietaekongkolan tender
tidak boleh dilakukan oleh siapapun sekaligus meikie sanksi bagi yang

melanggarnya.
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